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MOTTO  

 

نَكُمْ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
رُونَ  ۚ  مَوَدَّةً وَرَحَْْةً  فَكَّ لِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَ ت َ إِنَّ فِ ذََٰ  

 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.   
(Q.S. Ar-Rum: 21) 
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ABSTRAK  

Areka Murasti, NIM. 1416622031, 2019. Alasan Calon Pengantin tentang 

Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan AgamaKecamatan 

Kerkap Ditinjau dari Hukum Islam. 

Pembimbing I Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II Fauzan, M.Ag.,MA 

 

Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan, di  Bawah Umur 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyak terjadi perkawinan 

dibawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin 

segera melakukan perkawinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah 1) Faktor apa sajakah bagi pasangan calon pengantin tentang Dispensasi 

Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap? 2) 

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di 

Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara? Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.  Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Faktor 

apa sajakah bagi pasangan calon pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah 

Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, calon mempelai pria maupun 

wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang 

belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi 

nikah ini disebabkan oleh beberapa faktor. a) faktor ekonomi, b) hamil luar nikah, 

c) tertangkap zina (terkena hukum adat cuci kampung). 2) Dispensasi Nikah Di 

Bawah Umur di KUA Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara menurut 

Hukum Islam pada dasarnya adalah mubah (sah), namun hukumnya bisa menjadi 

makruh karena faktor ekonomi, bisa menjadi wajib karena faktor tertangkap zina, 

serta bisa menjadi haram karena faktor hamil di luar nikah jika laki-laki yang 

menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya.  

  



6 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk, 

rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini 

dengan Alasan Calon Pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di 

Kantor Urusan AgamaKecamatan Kerkap Ditinjau dari Hukum Islam. 

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan pada Skripsi ini, 

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, 

sebagai bahan untuk memperbaiki kesalahan dimasa yang akan datang dari 

pembaca.  

Mudah-mudahan proposal ini dapat memenuhi harapan atau sesuai dengan 

keinginan kita bersama, semoga hal-hal yang menjadi pertanyaan selama ini dapat 

terjawab dan mendapatkan pengetahuan yang baru serta bermanfaat. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari 

berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.M.Ag.MH  sebagai Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. 

2. Bapak Dr. Imam Mahdi , SH.,MH Dekan Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Bengkulu 

3. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing I yang juga telah 

ikhlas meluangkan waktunya dalam proses membimbing dan mengarahkan 

kelancaran penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Fauzan, S.Ag.,MH selaku Pembimbing II yang juga telah ikhlas 

meluangkan waktunya dalam proses membimbing dan mengarahkan 

kelancaran penyelesaian skripsi ini. 

5. Nenan Julir, Lc.,M.Ag selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam yang 

selama ini sudah membimbing kami dengan baik. 

6. Bapak dan Ibu pegawai tata usaha Fakultas Syariah yang sangat membantu 

dalam proses administrasi tugas akhir ini. 



7 

 

7. Seluruh dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan yang 

berarti kepada penulis melalui proses belajar-mengajar. 

8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut serta memberikan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata 

pengantar ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan 

dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.  

  

Bengkulu,   Agustus 2019 

Areka Murasti  

       NIM. 1416622031 

 

 

 

 

 

  



8 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

HALAMAN JUDUL ...............................................................................  i 

SURAT PERNYATAAN  .......................................................................   ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING..........................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................  iv 

MOTTO  ..................................................................................................  v 

PERSEMBAHAN  ...................................................................................   vi 

ABSTRAK  ..............................................................................................   vii 

KATA PENGANTAR  ............................................................................   viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................   x 

DAFTAR TABEL....................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................  xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................  1  

A. Latar Belakang  ...........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................  7 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................  7 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................  7 

E. Penelitian Terdahulu ...................................................................  8 

F. Penelitian Terdahulu ...................................................................  8 

G. Sistematika Penulisan..................................................................  16 

 

BAB II LANDASAN TEORI ...............................................................  17 

A. Definisi Nikah .............................................................................  17 

B. Tujuan Pernikahan Dalam Islam .................................................  21 

C. Hukum Pernikahan Dalam Islam ................................................  24 

D. Rukun dan Syarat Nikah .............................................................  28 

E. Alasan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Undang-

undang Nomor  1/1974................................................................  36 



9 

 

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN .............................  37 

A. Kondisi Wilayah..........................................................................  37 

B. Lokasi  .........................................................................................  40 

C. Keadaan Bangunan, Sarana dan Prasarana .................................  40 

D. Organisasi Personalia ..................................................................  41 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ....................  45 

A. Alasan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di KUA Kecamatan 

Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ............................................  45 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah 

Umur di Kecamatan Kerkap Kabupaten  Bengkulu Utara ..........  54 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................  58 

A. Kesimpulan .................................................................................  58 

B. Saran ............................................................................................  59 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

  



10 

 

DAFTAR TABEL  

 

Tabel 3.1 Periode Kepala KUA ..............................................................  39 

Tabel 3.2 Kepala KUA Kecamatan Kerkap ............................................  43 

Tabel 3.3 Data Kepegawaian KUA Kecamatan Kerkap .........................  44 

Tabel 3.4 Kualifikasi Personil KUA dan Pembantu Penghulu ...............  44 

 

 

  



11 

 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gambar Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kerkap ..........................  44 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar belakang  

Perkawinan merupakan hal yang bukan main-main yang harus 

dijalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, undang-undang benar-

benar mengatur siapa saja orang yang berhak memasuki jenjang perkawinan. 

melalui Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Hukum 

membatasi bolehnya melaksanakan perkawinan bagi calon suami istri yang 

sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal 

tersebut berarti bahwa perkawinan di bawah umur-umur tersebut dilarang 

kecuali ada penyimpangan yang sifatnya darurat. Undang-undang tersebut 

dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan rumah tangga akibat umur para 

calon mempelai yang masih terlalu dini yang notabene masih berjiwa labil dan 

juga untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka.
1
 

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria 

yang berusia dibawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia dibawah 

16 tahun dan bertentangan dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 : 

Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila perkawinan dibawah umur 

harus dilaksanakan maka calon pengantin harus mengajukan dispensasi dari 

                                                 
1
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,  (Bumi Aksara, Jakarta, 1996), h.  2. 

1 
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Pengadilan Agama setempat sesuai dengan  UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 

(2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi 

kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak 

pria atau pihak wanita. 

Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia. Kehidupan 

bersama dan bahagia dalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut 

istilah Imu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataaan “Ziwaaj”. Nikalah 

menurut arti sebenarnya ialah “Dham” yang berarti menghimpit, menindih 

atau berkumpul, sedang arti kiasnya ialah “wathaa” yang berarti setubuh atau 

“Akad” yang berarti mengadakan penjanjian pernikahan. Sejalan pendapat 

diatas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat 

dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, 

kasih mengasihi, tentram dan bahagia 
2
 

Sementara itu dasar manusia adalah mahluk sosial, artinya manusia 

selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. 

Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi 

manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. 

Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria 

dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu 

ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai mahkluk 

sosial guna melangsungkan kehidupannya. 

                                                 
2
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

78. 
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Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan 

merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu 

hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu 

perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat 

sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila 

suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari 

perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi 

suatu perceraian tidak memiliki kakuatan hukum untuk menuntut suatu hak 

apapun.oleh karena itu  setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 

agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan 

menurut prosedur yang telah di tetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3
 

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung 

ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya 

dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulkan 

ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur 

pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta 

kasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas 

tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin 

sebagai suami dan istri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan 

lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. ikatan perkawinan ini 

menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang 

berupa hak dan kewajiban. 

                                                 
3
 Kamal Muchtar, Asas-asa Hukum islam Tentang Perkawinan, (Bulan Bintang, Jakarta, 

1974), h.  11. 
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Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan 

masingmasing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang 

berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah 

salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah 

pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Untuk membentuk 

keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang 

kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis 

maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas.
4
 

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur 

dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-

alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera 

melakukan perkawinan. Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas 

penduduknya melangsungkan perkawinan dibawah umur dan seolah dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang 

diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap perkawinan yang dilakukan 

adalah perkawinan di bawah umur, maka pola perkawinan seperti ini adalah 

                                                 
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

80 
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nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikuatirkan adanya langkah-

langkah yang kurang dibenarkan. Kekuatiran tersebut sangat berkaitan erat 

dengan efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan ini, khususnya 

dalam hal regulasi batasan umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat. 

Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam 

mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. 

Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi 

penegakan hukum di tengah-tengah masyrakat, yaitu kaidah hukum atau 

peraturan itu sendiri, penegak hokum sarana yang digunakan oleh penegak 

hukum, dan kesadaran masyrakat selaku subyek hukum. Sehingga dengan 

adanya permasalahan tersebut KUA memberikan dispensasi pernikahan.
5
 

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekuatiran 

akan efektivitas regulasi batas umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat 

adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama ( 

KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki 

tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang 

ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap 

hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk 

mensosialisasikan dan mengontrol penegak hukum yang ada, termasuk dalam 

hal memberikan kebijaksanaan dan suri tauladan yang baik manakala terhadap 

kesenjangan antar norma, seperti dalam hal pembatasan umur perkawinan 

                                                 
5
 Observasi  Awal Penelitian pada  04 Juni 2018  
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yang notabenya tidak diatur oleh hukum Islam sedangkan Negara 

mengaturnya. 

Dispensasi umur perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri 

yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus 

dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur 

perkawinan yang tetah didaftarkan sebagai pemohonan, oleh hakim akan 

diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau 

menolak permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut. 

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu 

Utara, bahwa tidak sedikit yang berlangsung pernikahan di bawah umur, 

padalah dalam undang-undang dan di dalam Kantor Urusan Agama sudah 

diatur  ketentuan batas umur bagi yang akan melangsungkan pernikahan. 

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, diperoleh informasi bahwa 

pasangan keluarga di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara adalah 

masih berada di bawah umur, penyebab mereka sudah menikah adalah 

bermacam-macam, ada yang dilatarbelakangi tidak bersekolah lagi, sehingga 

dari pada mengganggur atau tidak bekerja mereka lebih memilih untuk 

menikah, ada pula yang memberikan alasan bahwa alasan ekonomi, ada pula 

karena tertangkap oleh warga karena melakukan zina atau mesum.
6
 

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa 

adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetepkannya 

dispensasi umur perkawinan . baik faktor dari pemohon maupun dari 

                                                 
6
 Observasi  Awal Penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan pasangan 

rumah tangga di bawah umur, pada  04 Juni 2018 
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pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari 

putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, 

seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang biasa menjerumuskan pada 

perzinahan, karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa 

kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan. 

Oleh karenanya dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu 

penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Alasan Calon 

Pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Kerkap Ditinjau dari Hukum Islam.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor apa sajakah bagi calon pengantin tentang alasan mengajukan 

dispensasi di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur 

di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja bagi calon pengantin tentang 

alasan mengajukan dispensasi di bawah umur di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kerkap 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah 

umur di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Akademis 

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat 

menambah ilmu pengetahuan tentang alasan dispensasi nikah di bawah 

umu menurut hukum Islam , serta melatih penulis untuk dapat menerapkan 

dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di 

perkuliahan. 

2. Bagi Pemerintah 

Bagi pihak pemerintahan selaku subjek penelitian. Semoga bisa 

menjadi bahan rujukan atau acuan agar bisa memperbaiki dan 

mengarahkan remaja agar tidak melakukan pernikaha di bawah umur. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan 

informasi, tentang pernikahan di bawah umur menurut hkum Islam. 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Karya   ilmiah yang ditulis oleh Ziaurrani Mahendra, Pertimbangan Dan 

Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur 

Perkawinan ( Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang 
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Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di 

Pengadilan Agama Kota Malang )
7
  

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan 

pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur 

perkawinan di pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini dilatar belakangi 

dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada 

pengadilan Agama Kota Malang. Pada tahun 2011 terdapat 61 

Pemohonan, pada tahun 2012 terdapat 79 permohonan sedangkan pada 

tahun 2013 terdapat 112 permohonan. Berdasarkan penjelasan diatas, 

menarik untuk diteliti (1) Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di 

bawah umur, yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan 

permohonan dispensasi umur perkawinan? (2) Bagaimana Pertimbangan 

Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis fakto-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur 

yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan 

dispensasi untuk perkawinan. (2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

tentang diberikannya dispensasi umur perkawinan sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada 

pasangan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam 

menjawab rumusan masalah penulis menggunakan metode penelitian 

                                                 
7
 Ziaurrani Mahendra, Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan 

Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan ( Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-

Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama 

Kota Malang), (Skripsi di Universitas Brawijaya Malang, tahun 2014) 
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Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologis untuk mengetahui 

penerapan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Mengenai data penulis memperoleh data dari wawancara dan 

studi kepustakaan. 

Hasil penelitian : (1) faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah 

kepada Pengadilan Agama Kota Malang yakni (a) hamil sebelum 

melangsungkan perkawinan, (b) Faktor Ekonomi, (c) Faktor Pendidikan. 

(2) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam 

mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (a). 

Kelengkapan administrasi, (b) Tidak ada larangan perkawinan 

sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan (c) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan. 

2. Hasriani, Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam 

Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 

Bantaeng Tahun 2013-2015)
8
 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan 

dispensasi kawin di pengadilan Agama Bantaeng, dan mengetahui serta 

menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan 

metodologi yaitu: Studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan 

Agama Bantaeng, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 

                                                 
8
 Hasriani, Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten 

Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015), (Skripsi 

Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2016) 
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Bantaeng, serta analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data 

kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu, permohonan 

didaftarkan di kepaniteraan kemudian hakim memeriksa perkara di 

persidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan 

penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain 

hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya 

menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah 

dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang 

semata. Jadi, penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi 

yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara professional 

terhadap orang Islam yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. 

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan 

kewajiban yang berlaku terutama hukum Islam sehingga tercapailah 

masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis  Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor (sebagaimana yang dikutip oleh Moleong), metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara 

itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 
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tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.
9
 

Penulis menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah 

mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) 

lebih mudah menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti 

dan subyek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri 

dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.
10 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang di gunakan penulis 

untuk menunjang penelitian ini, dalam hal ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah warga Desa di Kecamatan Kerkap Kabupaten 

bengkulu Utara yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 

sebanyak 5-10 pasang.  

b. Objek penelitian 

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini 

adalah masyarakat warga di desa Kecamatan Kerkap Kabupaten 

bengkulu Utara. 

3. Tempat Dan Waktu Penelitian 

                                                 
9
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), h.  3. 
10

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4, h.  

41. 
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1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2019 pada bulan Mei.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode 

yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu library 

research dan field research. Untuk mempermudah dalam melaksanakan 

studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan, yaitu:  

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum 

Kecamatan Kerkap. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui 

sarana dan prasarana yang ada, letak geografis serta untuk 

mengumpulkan data-data statistik.  

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.
11

 Metode ini 

dipergunakan untuk memperoleh data tentang keadaan kependudukan, 

                                                 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h.  206. 
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jumlah penduduk. Metode ini dimaksudkan sebagai tambahan untuk 

bukti penguat. 

c. Interview 

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki 

komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (responden). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan keadaan umum Kecamatan Kerkap. Dengan metode ini 

diharapkan juga dapat diperoleh data tentang tanggapan/pendapat 

mengenai alasan dispensasi pernikahan di bawah umur. 

5. Teknik  Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan 

berupaya mencari makna (meaning).
12

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil 

dokumentasi. Data yang dioperoleh tersebut tentunya banyak sekali. 

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya 

ialah dengan mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi 

                                                 
12

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h.  

104. 
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yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya 

adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan 

sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket 

selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan diprosentasekan. Setelah itu 

di-cross-check dengan data-data lain yang diperolah dari observasi 

maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data. 

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman 

sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa 

untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan 

analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) 

sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan 

dalam suatu proses siklus. 

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, 

yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang 

berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian 

digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode 

induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai 

fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu 

terdapat pada jenis fenomena. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis 

akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan 

skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian 

pernikahan,  hukum pernikahan, pernikahan di bawah umur. 

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang deskripsi wilayah 

penelitian, yang berisi mengenai gambaran umum Kabupaten Bengkulu Utara 

dan Kecamatan Kerkap. 

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan hasil pembahasan 

penelitian dan hasil pembahasan penelitian yang mengkaji  mengenai alasan 

dispensasi nikah di bawah umur.  

Bab kelima adalah bab akhir atau penutup dari keseluruhan isi 

pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Definisi Nikah 

Pengertian Nikah menurut bahasa ialah berkumpul menjadi satu (fathul 

Mu‟in), segala sesuatu yang berkumpul jadi satu disebut nikah. Jika ada dua 

pohon yang di-stak, itupun disebut nikah. Namun pengertian nikah menurut 

syara‟ (Undang-Undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur 

diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah 

atau tazwij.
13

 

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

Bab 1 dasar perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa : “Perkawinan ialaha 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
14

 

Lafad nikah mengandung tiga macam arti.
15

 Pertama menurut bahasa, 

kedua menurut ahli ushul, ketiga menurut „ulama fiqh. 

1. Arti nikah menurut ahli bahasa : berkumpul atau menindas 

2. Arti nikah menurut ahli usul ialah nikah menurut arti aslinya adalah 

setubuh dan menurut arti majazi (metafora) ialah akad yang dengannya 

menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. 

                                                 
13

 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah, Surabaya, Terbit Terang, 2006, h. 10 
14

 Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung, 

Pustaka Setia, 2011, h. 30 
15

 Ibrahim Hosein, Fiqih Perbandingan, cet. I, (Jakarta: BBPI Yayasan Ihya Ulumuddin 

Indonesia, 1971). H. .65-66 

17 
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3. Definisi nikah menurut ulama fiqh : ulama fiqh sependapat bahwa nikah 

itu adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak pria untuk 

memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh 

tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. 

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia. Untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sah, 

perlu diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Oleh sebab itu, secara ringkas 

akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan, yang saat ini banyak di 

perselisihkan tentang apa saja rukun dan syarat pernikahan, dan bagaimana 

pula rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. 

Pernikahan sebagai salah satu syariat Islam, memiliki dasar hukum yang 

jelas, baik dalam Al-qur‟an, hadis maupun ijma‟.  Terkadang ada orang yang 

ragu-ragu untuk menikah karena rasa takut memikul beban berat dan 

menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa 

dengan menikah, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang 

berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberinya 

kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.
16

 

Dalam hadits Rasulullah juga pernah bersabda :  

بَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ منكُم الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ ، فإَِنَّوُ أغََضُّ للِْبَصَرِ ،  ياَ مَعْشَرَ الشَّ
وْمِ فإَِنَّوُ لَوُ وجَِاءٌ  17وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّ  

                                                 
16

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah,alih bahasa Muhammad Talib,cet. I (Bandung: al-Ma‟arif, 

1980), h. .13  
17

Imam Muslim, Sahih Muslim, (ttp:al-Qana‟ah,t.t)h. .638. H.R Muslim dari Ibn Mas‟ud  
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Secara Ijma‟, umat Islam telah sepakat bahwa nikah memang 

disyariatkan.
18

 Menikah termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya, barang siapa 

yang menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya masuk dalam kategori ibadah, 

memperoleh pahala dan ridho-Nya, dan barang siapa yang menikah dengan 

niat beribadah (mengikuti perintah-Nya) tentu memperoleh pahala. Menikah 

termasuk dalam perintah Allah, jelas dalam firman-Nya : 

                     

                 

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian
 
diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)
19

 

 

Firman-Nya : 

                      

                        

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum : 21)
20

 

 

Sabda Rasulullah saw :  

Sabda Rasulullah saw : 

                                                 
18

 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah,  (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 11 
19

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010), 

h. 433 
20

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,   h. 454 
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عَنْ عَبْدِ الِله ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ قاَلَ لَنَّا رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ: 
بَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، فإَِنَّوُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ ياَ وَأَحْصَنُ  مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ، فإَِنَّوُ لَوُ وِجَاءٌ  للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ  فَ عَلَيْوِ باِلصَّ  
Artinya: Dari Abdullah bin Mas‟ud radiallahuanhu, rasulullahualaihi 

wassalam bersabda: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang 

mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan 

pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak 

mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan 

syahwatnya (sebagai tameng),„” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi)
21

 

 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 

dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram.
22

 Sesuai dengan firman Allah : 

                     

                     

          

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, 

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa :  3) 

 

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 

embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 

merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 

                                                 
21

 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah,  (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 13 
22
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pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan 

menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lainnya.
23

 

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam 

hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, 

melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan 

suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga 

kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan 

sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. 

Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan 

hawa nafsunya. 

B. Tujuan Pernikahan dalam Islam 

Tujuan Allah Swt mensyariatkan pernikahan adalah untuk memelihara 

kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari dari perbuatan haram. Dalam 

rangka kemaslahatan itu, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima 

unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal , 

keturunan dan harta. Dalam hal memelihara keturunan pada peringkat 

dauriyyah, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi 

kehidupan manusia, Allah Swt mensyariatkan nikah dan melarang zina. Bila 

ini diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.
24

 Allah Swt berfirman : 

هَا وَجَعَلَ بَ يْ نَكُمْ مَوَدَّةً  وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
لِكَ  فِ  إِنَّ  ۚ  وَرَحْْةًَ  رُونَ  لِقَوْمٍ  لََياَتٍ  ذََٰ يَ تَ فَكَّ  
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.  (Q.S. Ar-Rum: 21) 

 

Pensyariatan nikah merupakan sebuah penegasan bahwa hubungan seks 

diluar nikah adalah zina. Para pakar hukum Islam kemudian mengkategorikan 

Zina sebagai sebuah tindak pidana (jarimah) yang sudah ditentukan 

hukumnya.
25

 

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga 

bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido seks atau 

tendensi lain. Menikah dengan niat seperti ini tidak memperoleh pahala, 

kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.
26

 

Tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut 

beribadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti 

perintah Allah dan Rasul-Nya, lihat firman-Nya : 

       ... 

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
 
diantara kamu ...(QS. 

An-Nur : 32) 

 
 

                                                 
25

 Sehubungan dengan hal ini, Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah memberikan alasan 

dijadikannya zina sebagai salah satu tindak pidana. Antara lain: 

a.Zina dapat menghilangkan nasab  

b. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit kelamin 

c. Zina merupakan salah satu penyebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu 

merupakan rasa yang ada dalam tiap diri manusia 

d. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya. 

Bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan rumah tangga, termasuk anak-anaknya 

e. Zina hanya sekedar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan 

kelanjutannya. Karena itu zina termasuk perbuatan binatang. Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah. 

H. .340-341 
26

 Muhammad, Jawad Mughniyah,. Fiqih Lima Madzhab. (Jakarta: Lentera, 2006), h. 125 
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Sabda Rasulullah saw : 

مَعْشَرَ ياَالَ لنََّا رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ الِله ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ قَ 
بَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ  وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ  الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، فإَِنَّوُ أغََضُّ للِْبَصَرِ  الشَّ

 لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ، فإَِنَّوُ لوَُ وجَِاءٌ 
Artinya: Dari Abdullah bin Mas‟ud radiallahuanhu, rasulullahualaihi 

wassalam bersabda: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang 

mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan 

pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak 

mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan 

syahwatnya (sebagai tameng),„” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi)
27

 

 
Bila mana dalam hati terselip niat mengikuti perintah-Nya, mengikuti 

seruan dua pedoman di atas, maka kaki dan hati sudah di jalur ibadah, segala 

apa yang dilakukan dalam pernikahan bahkan meramas jemari istri (Qurratul 

„Uyun) diganjar dengan pahala yang tak terhingga, apalagi bekerja untuk anak 

istri, pahala itu melimpah ruah menyelimuti keluarga sakinah itu. 

Sebaliknya jika tujuannya untuk kepentingan duniawi semisal harta, 

karena kecantikannya, keturunan ningrat, jabatan, kekuasaan seseorang atau 

penghasilan seseorang, maka Allah akan membuat rendah dan terhina 

keluarga anda di mata Allah. Pernikahan seperti ini mutlak tidak ada 

kebahagiaan yang hakiki, hanya fatamorgana yang terbatas sekali. Memang  

harta mudah datang dengan menikahi orang kaya, namun sisi lain kadang 

mereka tidak mengerti, ini sama dengan mendatangkan berbagai masalah lain 

yang memperuncing masalah intern keluarga.
28

 

Sabda Rasulullah saw : “Siapa yang mengawini wanita karena 

hartanya,Allah tidak akan memberikan kecuali kemiskinan : barangsiapa yang 

                                                 
27

 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah,  (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 13 
28

 Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Madzhab.  … h. 127 
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mengawini karena kecantikannya Allah tidak akan memberikan kecuali 

kerendahan.....” (HR. Imam Abu Naim ;melalui Abbas ra.) 

Sabda Rasulullah saw : “Janganlah kalian mengawini wanita karena 

kecantikannya, mungkin karena kecantikannya itu bisa mencelakakan.....” 

(HR. Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan Imam Bazar.) 

Pernikahan mempunyai tujuan yang luhur, dimana agar suami istri 

melaksanakan Syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya 

rumah tangga berdasarkan Syariat Islam ialah wajib.
29

 

Pernikahan juga bertujuan untuk mengembangkan Bani Adam. Dan 

yang terpenting dari pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi 

berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Yaitu mencari 

anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah swt . Tentunya keturunan yang 

shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. 

C. Hukum Pernikahan dalam Islam 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu 

hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur 

sedemikian mungkin. Di dalam hal perkawinan juga telah diatur menurut 

agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang 

perkawinan. 

Tentang hukum melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan : 

segolongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa 

perkawinan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa 
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perkawinan itu hukumnya Wajib, sementara itu para ulam malikiyah 

mutakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib untuk 

sebagian orang, Sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan 

lainnya. Semua pendapat-pendapatan diatas berdasarkan pada kepentingan 

kemaslahatan dan pendapat-pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-

alasan. Namun Ibnu Rusyd menambahkan bahwa perbedaan pendapat ini 

disebabkan adanya penafsiran apa bentuk kalimat perintah dalam ayat dan 

hadits yang berkenaan dengan masalah ini.
30

 

Dalam membicarakan larangan Pernikahan menurut hukum islam, ada 3 

(tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu: 1) asas absolut abstrak, 2) asas 

selektivitas dan asas legalitas. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam 

hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya 

sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang 

bersangkutan, Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu Pernikahan di 

mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu 

dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya. Asas 

legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.
31

 

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Semua orang 

boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa 

berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam. 
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 Zakiah Drajat, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid. 2, h. 82 
31

 Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah,   … h. 17 



26 

 

1. Wajib 

Seseorang wajib menikah bila mana sudah memiliki kemampuan 

lahir batin melangsungkan pernikahan dan membawa bahtera rumah 

tangga selayaknya. Bila tidak menikah dimungkinkan dirinya lebih jauh 

melakukan kemaksiatan dan kedzaliman, karena menjaga diri dari barang 

haram hukumnya wajib.
32

 

Sabda Rasulullah saw : 

عَنْ عَبْدِ الِله ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ قاَلَ لَنَّا رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ: 
بَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، فإَِنَّوُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ ياَ وَأَحْصَنُ  مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ، فإَِنَّوُ لَوُ وِجَاءٌ  للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ  فَ عَلَيْوِ باِلصَّ  
Artinya: Dari Abdullah bin Mas‟ud radiallahuanhu, rasulullahualaihi 

wassalam bersabda: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian 

yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat 

menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa 

yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat 

menekan syahwatnya (sebagai tameng),„” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan 

at-Tirmidzi) 
 

2. Sunnah 

Bila mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, bisa 

memberi maskawin atau kebutuhan lain, sementara dia masih kuasa 

menahan godaan nafsu untuk bertahan di jalan yang benar tanpa tergoda 

ke jalan yang haram, bagi dia hukumnya sunat menikah, dan masih 

dianjurkan lebih baik menikah, karena menikah lebih mampu menjaga 

kehormatan diri dan agamanya. 
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عَنْ انََسٍ رض انََّ رَسُوْلَ الِله ص قاَلَ: مَنْ رَزقَوَُ اللهُ امْرأَةًَ صَالِِةًَ فَ قَدْ اعََانوَُ عَلَى 
طْرِ الْبَاقِى. الطبرانى فِ الاوسط و الِاكم. و  قال شَطْرِ دِينِْوِ، فَ لْيَتَّقِ الَله فِِ الشَّ

 الِاكم صحيح الاسناد
Artinya: Dari Anas r.a, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, 

“Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri 

yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. 

Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya”. [HR. Thabrani di 

dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya] 

 

3. Makruh 

Bilamana seseorang belum mampu memikul biaya hidup 

berkeluarga serta, tidak seberapa butuh untuk melampiaskan libido seks 

karena kelemahannya, orang seperti ini makruh menikah. Atau karena 

pernikahannya menghancurkan diri sendiri disebabkan kurang kesiapan 

lahir batin,atau justru menyengsarakan pihak wanita segi lahir batin, 

karena standar hadis rasul, ialah seruan nikah bilamana anda mampu, 

bilamana tidak mampu secara tidak langsung tidak termasuk dalam seruan 

hadis  itu. 

Firman Allah swt : 

                        

Artinya : Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah 

mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka 

dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur : 33). 

4. Haram 

Bilamana anda mutlak tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin 

istri seperti kebutuhan batin dan materi, dan anda tidak mampu memenuhi 
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kebutuhan itu, serta anda tahu dengan pernikahan ini semakin 

menyengsarakan pihak wanita, haram menikahinya. 

5. Mubah 

Seseorang diperbolehkan kawin bilamana tidak ada halangan untuk 

menikah,juga tidak ada bahaya lain bilamana tidak menikah. Dia punya 

potensi “mampu”  memenuhi kebutuhan lahir batin, namun dia masih bisa 

membawa diri lebih baik dan masih ada seumpama, sesuatu yang lebih 

baik dikejar daripada menikah dulu.  

Posisi seperti ini berubah sunnah bila ada kemampuan memenuhi 

kebutuhan lahir batin istri jika dia menikah, dan jika tidak menikah tidak 

membahayakan dirinya ; jika membahayakan dirinya, dia wajib menikah.
33

 

D. Rukun dan Syarat Nikah 

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang 

harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk 

sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, 

petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah 

suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan 

atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan 

ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang 

tergantung padanya keberadaan hukum syar‟i dan ia berada diluar hukum itu 

sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun  tidak ada.
34
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Dalam syari‟ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau 

tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul 

fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan 

hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat 

merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia 

berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang 

memenuhi rukun dan syarat. 

Rukun nikah yaitu apa yang merupakan hakekat dari perkawinan yang 

tampa adanya rukun tidak sahlah perkawinan. Rukun nikah antara lain: 

1. Calon suami, dengan syarat :
35

 

Muslim, merdeka, berakal, benar-benar laki-laki, adil, tidak beristri 

empat, tidak mempunyai mahram dengan calon dan tidak sedang ihram 

haji atau umroh. 

2. Calon istri, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

Muslimah (benar-benar perempuan), telah mendapat izin dari 

walinya, tidak bersuami atau tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai 

hubungan mahram dengan calon suaminya dan tidak sedang berihram haji 

atau umroh. 

3. Sighat (ijab dan qabul). 

Ijab yaitu suatu suatu pernyataan berupa penyerahan diri seorang 

wali perempuan atau wakilnya kepada seorang laki-laki dengan kata-kata 

tertentu maupun syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara‟. 
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Qabul yaitu suatu pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki 

terhadap pernyataan wali perempuan atau wakilnya sebagaimana yang di 

sebut di atas. 

Menurut syafi‟I (dan hambali) ijab qabul harus dilakukan dengan 

menggunakan lafal yang terdapat dalam Al-qur‟an yaitu kawin dan jodoh. 

Dasarnya ialah hadits nabi yang menyebutkan:   

“Takutlah kamu kepada Alloh dalam perkara wanita, sebab kamu telah 

mengambil mereka dari keluarganya dengan amanat dari Alloh dan kamu 

telah menghalalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat 

alloh”.(Riwayat Muslim). 

Ijab dan qabul dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: 

a. Lafadz ijab dab qabul harus lafadz nikah atau tazwij. 

b. Lafadz ijab dan qabul bukan kata-kata kinayah (kiyasan). 

c. Lafadz ijab dan qabul tidak di ta‟likkan (dikaitkan) dengan suatu syarat 

tertentu. 

d. Lafadz ijab dan qabul harus terjadi pada satu majlis, maksudnya lafadz 

qabul harus segera di ucapkan setelah ijab. 

4. Wali perempuan, dengan syarat sebagai berikut: 

Muslim, berakal, tidak fasiq, laki-laki dan mempunyai hak untuk 

menjadi wali. Tidak akan sah nikah jika tidak ada wali, hadits nabi 

menyebutkan. “Janganlah perempuan mengawinkan perempuan yang lain 

dan janganlah pula perempuan mengawinkan dirinya sendiri, karena 
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perempuan yang berzina ialah yang mengawinkan dirinya sendiri. ( 

Riwayat ibn majah dan Daruqquthni ). 

Yang berhak menjadi wali bukan sembarang orang, menurut Syafi‟I, 

orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu:
36

 

a. Bapak, kakek (bapak dari bapak), dan seterusnya ke atas. 

b. Saudara laki-laki seibu sebapak. 

c. Saudara laki-laki sebapak. 

d. Anak laki-laki saudara seibu-sebapak. 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah. 

f. Saudara laki-laki seibu sebapak dari bapak (=paman kandung). 

g. Saudara laki-laki sebapak dari bapak (=paman sebapak). 

h. Anak laki-laki paman kandung. 

i. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah. 

j. Hakim (wali hakim), yaitu jika tidak ada wali-wali tersebut di atas, 

atau wali yang berhak ada tapi tidak mau jadi wali. 

5. Dua orang saksi, dengan syarat sebagai berikut: 

Muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, pendengaran dan 

penglihatannya sempurna, memahami bahasa yang di ucapkan dalam ijab 

dan qabul, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh. Akad nikah 

harus dihadiri oleh dua orang saksi, tampa adanya dua orang saksi ini 

perkawinan tidak akan sah. Dalilnya ialah Hadis  SAW yang 
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menyebutkan:  “Tidak ada atau tidak sah nikah melainkan dengan wali 

dan dua orang saksi yang adil”.
37

 

Adapun syarat pernikahan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebelum melaksanakan pernikahan, syarat-syarat tersebut antara lain : 

1. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut : 

a. Beragama Islam 

b. Terang prianya (bukan banci) 

c. Tidak dipaksa 

d. Tidak beristri empat orang 

e. Bukan Mahram bakal istri 

f. Tidak mempunyai istri dalam yang haram dimadu dengan bakal isteri 

g. Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahinya 

h. Tidak sedang dalam ihram atau umrah. 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

لَا يَ نْكِحُ عن عثما ن رضى الله عنو عن ا لنبي صلى الله عليو وسلم قال  
  الْمُحْرمُِ وَلاَ يُ نْكَحُ وَلاَ يََْطُبُ 

Artinya : Dari Usman r.a. dari nabi saw, beliau bersabda : “orang yang 

sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak 

pula boleh meminang”. (HR Muslim nomor 2522 versi Syarh Muslim 

nomor 1409) 

 

2. Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut : 

a. Beragama Islam 

b. Terang wanitanya (bukan banci) 
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c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya 

Hadits Abu Hurairah radhiyallahu „anhu: 

تُ نْكَحُ الَْْيِّمُ حَتََّّ تُسْتَأْمَرَ  لاَ وَعَنْ أبِ ىُرَيْ رةََرَضِيَ اللهُ عَنْوُ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:
 وَلَا تُ نْكَحُ الْبِكْرُ حَتََّّ تُسْتَأْذَنَ قاَلوُا ياَ رَسُولَ اللَّوِ وكََيْفَ إِذْنُ هَا قاَلَ أَنْ تَسْكُتَ 

Artinya: “dan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: 

tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak 

musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis 

dinikahkan sampai dimintai izinnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan 

Muslim no. 3458) Terkecuali bila si wanita masih kecil, belum baligh, 

maka boleh bagi walinya menikahkannya tanpa seizinnya. 
 

Nabi  Muhammad Saw bersabda: 

هَا قاَلَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:   اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بغَِيِْْ إِذْنِ مَوَاليِهَا فنَِكَاحُهَا وَعًنْ عَابْ ثَّةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ أيُُّّ
هَا فإَِنْ تَ  لْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لَا وَلَِّ لوَُ باَطِلٌ ثَلََثَ مَرَّاتٍ فإَِنْ دَخَلَ بِِاَ فاَلْمَهْرُ لََاَ بِاَ أَصَابَ مِن ْ شَاجَرُوا فاَلسُّ  

 Artinya: dan dari Aisyah r.a. berkata Rasulullah Saw bersabda: “wanita 

manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, 

nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli maka ia berhak 

mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. 

Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang 

menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud no. 

1783, Tirmdizi no. 1021 dan Ibnu Majah no. 1869 Maktabah Syamilah) 
 

d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah 

e. Bukan mahram bakal suami 

f. Belum pernah dili'an ( sumpah li'an) oleh bakal suami. 

g. Terang orangnya 

h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah 

3. Syarat wali sebagai berikut : 

a. Beragama Islam 

b. Baligh 

c. Berakal 

d. Tidak dipaksa 

e. Terang lelakinya 

f. Adil ( bukan fasik ) 

g. Tidak sedang ihram haji atau umrah 
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h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh 

pemerintah (mahjur bissafah) 

i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya. 

4. Syarat saksi 

a. Beragama Islam 

b. Laki-laki 

c. Baligh 

d. Berakal 

e. Adil 

f. Mendengar {tidak tuli} 

g. Melihat (tidak buta) 

h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu) 

i. Tidak pelupa ( mughhaffal) 

j. Menjaga harga diri ( menjaga muru'ah) 

k. Mengerti maksud ijab dan qobul 

l. Tidak merangkap menjadi wali 

5. Ijab dan Qabul  

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali 

oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai 

kehendak unutk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami 

sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon penganitn laki-laki 

atas ijab calon penganuitn perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan 

berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan 
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pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. 

Perkawinan wajib ada ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang 

dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat 

tangan atau kepala yang bisa difahami.
38

 

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya 

sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. 

Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-

laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) 

apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.
39

 

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak 

yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan 

kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar 

dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hanafi 

membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu 

majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah 

satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.
40

 

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, 

yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu 

terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi‟i 

dan Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang lain yang 

tidak dengan Al-Qur‟an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, 
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pemilikan, dan sebagainya. bahasa sastra atau biasa yang artinya 

perkawinan 

Ijab dan Qabul Ijab dan qabul harus berbentuk dari asal kata "inkah" 

atau "tazwij" atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang dalam 

bahasa Indonesia berarti "Menikahkan".  

 

E. Ketentuan Umur Nikah dan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam 

Hukum Positif di Indonesia 

1. Batasan Umur Menikah    

Dalam Undang-undang No I tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 

ayat l disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19  (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam  Pasal 7 ayat 2 disebutkan apabila 

teriadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat  meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang  tua 

pihak pria maupun wanita.  

2. Alasan Dispensasi  Nikah di Bawah Umur 

Dasar pertimbangan  hakim dalam menetapkan dispensasi nikah 

adalah demi  kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari 

pihak laki-laki maupun pihak  perempuan, pihak keluarga, dan masvarakat 

pada umumnva. Yang mana sesuai dengan  kaidah Usul Flqh yaitu dalam 

teori maslahah mursalah yaitu menetapkan kctentuan-ketentuan  hukum 

yang tidak ada sama sekali dalam Al-qur'an dan sunnah karena  
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pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan 

masyarakat, dan  ini bagian dari upaya pencegahan terjadinya 

kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari  pihak wanita telah hamil. 

Kawin hamil ini diperbolehkan dengan pria yang menghamilinya tanpa 

harus menunggu  kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal t 6 

dan 17 Kompilasi Hukum Islam.  Para orang tua mengajukan permohonan 

dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir  tergelincir berbuat dosa 

dan melanggar peraturan-peraturan, keduanya telah saling  mencintai dan 

sulit untuk dipisahkan.
41
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN  

 

A. Kondisi Wilayah  

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap adalah Kantor Urusan Agama 

yang tertua di Kabupaten Bengkulu Utara sebelum dipecahnya Kabupaten 

Bengkulu Utara menjadi tiga Kabupaten induk yaitu Kabupaten Muko-Muko 

dan Kabupeten Bengkulu Tengah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap 

menduduki nomor urut dua sampai sekarang ini.
42

 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap sebelum pemekaran 

kecamatan meliputi Kecamatan Air Besi, Kecamatan Air Napal dan 

Kecamatan Hulu Palik terdiri dari 67 desa, dan beriring dengan waktu Kantor 

Urusan Agama Kecamata Kerkap sekarang tinggal melayani 17 desa dan 1 

Keluran yang beribu kota di Kelurahan Lubuk durian. dan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kerkap berdiri mulai tahun 1955 sampai sekarang. Kantor 

urusan Agama Kecamatan kerkap sampai dengan sekarang masih melayanai 

35 Desa dan 1 kelurahan yang teridiri dari 15 desa masuk dalam wilayah 

Kecamatan Hulu Palik dan 3 desa masuk dalam wilayah Kecamatan Tanjnug 

Agung, namun sampai dengan sekarang Kecamatan Hulu Palik dan 3 Desa di 

Kecamatan Tanjung Agung masik masuk wilayah kerja KUA Kecamatan 

Kerkap.  
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Untuk pertama kali menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus 

sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap adalah Bapak 

HM.Rifa‟i, kemudian beliau diganti oleh Bapak H.Rasimin. Sepanjang sejarah 

hingga sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap telah mengalami 

16 kali penggantian pimpinan, yaitu: 

Tabel 3.1 

Periode Kepala KUA  

No. Nama Dari Tahun Sampai Tahun 

1 HM.Rifa‟i 1955 1975 

2 H.Rasimin 1975 1976 

3 Abd.Hasyim.IR 1976 1981 

4 Sukiman AS.BA 1981 1986 

5 M.Mukhit Asa,SH 1986 1994 

6 Drs.Rizkzn.AZ 1994 1995 

7 Anwar, B 1995 1996 

8 Darussalam Alwis BA 1996 1997 

9 Lukman Faruq, S Ag 1997 1999 

10 Mukhit Asa, SH 1999 2004 

11 Drs.HAlmizan 2004 2005 

12 Rajikin Fajri, S Ag 2005 2009 

13 Drs.Hajamalus, MH 2009 2010 

14 Mansyahri, S Ag 2010 2013 

15 Beni Hutagalung, S,Ag 2013 2013 

16 Drs.HM.mulyani.M.HI 

 

2013 

 

2015 

Sumber: Dokumentasi Kantor KUA Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara 

 

 

 



40 

 

B. Lokasi 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap berlokasi di Kelurahan Lubuk 

Durian, yang terletak 500 meter dari Kantor Camat, Kantor Koramil, Kantor 

Pos dan Kontor Polsek Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Bila 

dilihat dari Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap cukup strategis, 

karena dipinggir jalan poros yang menghubung kantor satu dengan Kantor 

yang lainnya. Hal ini menunjang kelancaran transportasi bagi masyarakat yang 

ingin berkunjung ke Kantor Urusan Agama dal am menyelesaikan masalah. 

Yang lebih menguntungkan lagi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kerkap adalah dimana lokasi Kantor menyatu dengan lokasi perkantoran 

Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga masalah birokrasi 

jabatan dan pekerjaan dapat segera dilaksanakan dengan cepat. Disamping itu 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap terletak di tengah-tengah Kantor 

Dinas dan Instansi Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain : Kantor 

Camat, Puskesmas, UPTD, Kantor Danramil, Kantor Pos, dan Polsek 

Kecamatan Kerkap,Kantor Cabang PLN, Bank BRI dekat dengan Masjid. 

 

C. Keadaan Bangunan, Sarana Dan Prasarana 

1. Gedung Kantor 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap sekarang ini dibangun 

pada tahun 1955 dengan dana proyek Kementerian Agama dengan ukruan 

12 x 9 meter dengan konstruksi bangunan permanen, atap seng lantai 
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semen dengan posisi menghadap kearah selatan, yang terletak di atas 

sebidang tanah 45 M X 30 M. 

2. Sarana Kantor 

Sarana dan prasarana Kantor yang ada saat ini antara lain : 

Meubelair. Mesin tik dan alat-alat tulis yang kondisinya sampai saat ini 

berkisar 75 % baik. Secara rinci dapat dilihat dalam daftar infentaris 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Tahun 2014 terlampir. 

 

D. Organisasi Personalia 

1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 

Mengenai susunan Struktur Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kerkap disesuaikan dengan bidang garapan Kantor 

Urusan Agama, dengan mempertimbangkan aspek jumlah tenaga 

pengelola dan sarana yang ada pada Kantor Urusan Agama ini dengan 

tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada khususnya yang 

menyangkut struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Agama yang 

diatur dalam KMA No. 375 Tahun 2002 dan uraian Tugas pekerjaan yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Utara.  

Secara garis besamya bidang garapan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kerkap meliputi Urusan kepenghuluan, bimbingan perkawinan 

dan Keluarga Sakinah, Jid Zawaibsos, Kemitraan Umat Islam dan Produk 

Halal serta bidang lainnya yang bersifat lintas sektoral. Oleh karena itu 

personal yang ada ditugaskan menurut bidang seperti disebutkan di atas 
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yang langsung dibawah Komando dan pengawasan kepala Kantor Urusan 

Agama, hal ini disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak 

terdapat jabatan struktural dibawah kepala.  

Mengingat luasnya wilayah dan jauhnya jarak satu desa dengan desa 

yang lainnya, maka dalam rangka mepermudah pelayanan kepada 

masyarakat di bidang nikah dan rujuk maka tugas di bagi langsung oleh 

kepala Petugas yang ditunjuk kepala melayani masyarakat dalam bidang 

pemikahan, dan kemudian setelah dilaksanakan aqad nikah melaporkan ke 

Kantor Urusan Agama untuk diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah 

sekaligus pencatatannya. 

Petugas atau Penghulu tersebut bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantor Urusan Agama selaku Penghulu. Dalam tugasnya, tidak hanya 

mengawasi pelaksanaan pemikahan tetapi juga melayani masyarakat 

dalam bidang keagamaan dimana penghulu dituntut untuk dapa membina 

kehidupan beragama dalam masyarakat. 

Dalam wilayah Kecamatan Kerkap ini ada 4 orang Petugas yang 

diturun langsung untuk menghadir nikah dan rujuk untuk 35 desa dan 1 

kelurahan, diawasi dan dicatat langsung oleh Penghulu Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kerkap, mengingat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kerkap terdapat 1 (satu) orang Penghulu Fungsional sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2 

Kepala KUA Kecamatan Kerkap  

 

No Nama / NIP Gol  Tingkatan Pendidikan  Ket  

1 Drs. HM. Mulyani, MS.,M.H.I 

NIP. 19710821 1996031001 

IV/a Wustha S2 Syariah Ka. 

KUA 

 

Adapun struktur organisasi Kantor KUA Kecamatan KErkap dapat 

ddilihat sebagai berikut : 
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2. Data Kepegawaian KUA Kecamatan Kerkap  

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap saat ini 

berjumlah 07 orang, 4 orang pria dan 3 orang wanita. Selain Pegawai 

KUA terdapat 1 orang PPAI dan 0 orang penyuluh. Dengan demikian 

personil KUA Kecamatan Kerkap saat ini beijumlah 07 orang dengan 

perincian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Data Kepegawaian KUA Kecamatan Kerkap 
1 Kepala 1 Orang 

2. Staf KUA 5 Orang 

3. PPAI 1 Orang 

4. Penyuluh 0 Orang 
 

Jumlah 07 Orang 

 

Kwalifikasi Personil KUA dan Pembantu Penghulu dilihat pada 

table berikut ini : 

Tabel 3.4 

Kwalifikasi Personil KUA dan Pembantu Penghulu 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 S 2 Fakultas Syari‟ah 1 Sebagai Penghulu 

2 S1 Fakultas Ekonomi 1  

3 S1 Fak Tarbiyah 1  

4 SLTA 4  

 Jumlah 07  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor apa sajakah bagi calon pengantin tentang alasan mengajukan 

dispensasi di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

KerkapDispensasi Pernikahan di Bawah Umur 

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan 

atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan 

perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. 

Pembahasan tentang subyek hukum perkawinan, pada dasarnya 

membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan 

dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat 

melangsungkan perkawinan itu berarti subyek hukum yang dinamakan 

pribadi kodrati. Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi 

menurut tradisi, suku bangsa, agama dan budaya maupun kelas sosial. 

Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang – kadang berkaitan dengan 

hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum bisa terjadi pada 

saat dokumen tertulis yang mencatatkan perkawinan di tanda tangani. 

Upacara perkawinan sendiri biasanya acara yang dilangsungkan untuk 

melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan 

untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria sedang 

melangsungkan perkawinan dinamakan pengantin. Dan setelah ijab 

45 
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qabulnya selesai wanita dan pria dikatakan suami istri dalam ikatan 

perkawinan yang sah. 

Pola dan keragaman bentuk – bentuk perkawinan yang kita temui 

pada tiap – tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, kita ketahui 

bahwa perkawinan itu mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan 

menyatukan dua keluarga yang pada akhirnya melahirkan generasi baru. 

Sebagai pihak KUA yang merupakan ujung tombak yang berada di tengah 

masyarakat dalam melayani kebutuhan  masyarakat yang kadang kala 

aturan-aturan yang ada belum mampu mereka ikuti secara baik dan benar 

mengingat taraf kehidupan ekonomi dari masyarakat yang berbeda-beda, 

termasuk dalam pengetahuan masalah ini. Negara menyiapkan aturan 

hukum lain untuk memenuhi kebutuhan itu dengan mengajukan suatu 

bentuk dispensasi ke Pengadilan Agama”.
43

  

Toleransi adalah membiarkan orang lain untuk berpendapat, 

melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa perlu kita 

intimidasi dan ganggu. Berusaha menerima dan memahami kebiasaan 

pasangan adalah bentuk dari toleransi kita sebagai sesama manusia.
44

  

Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
45

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat 

dipahami bahwa  perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan 

manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali 

perjanjian yang suci atas nama Allah.  

Adapaun mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur cukup 

penting sekali untuk di bahas dan di telaah, sebagaimana dijelaskan oleh 

informan,  masalah pembatasan umur ini penting sekali karena bermaksud 

untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlalu muda atau 

perkawinan anak-anak, dimana hal ini dikarenakan kurangnya informasi, 

pergaulan bebas dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh 

masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan yang 

masih dibawah usia minimum perkawinan.
46

 

Salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan 

adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. 

Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah 

sosial pergaulan remaja yang tidak sehat. Calon mempelai pria maupun 

wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka 

yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
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berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun”.
47

 

Pengajuan dispensasi nikah ini tidak sedikit kedua calon mempelai 

yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu desakan yang 

dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya 

perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan dispensasi nikah karena seseorang 

tersebut telah merasa siap lahir maupun batinnya untuk melakukan 

perkawinan. Kemantapan jiwa dan mental secara keseluruhan dapat 

dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

tersebut. 

1. Faktor-faktor Terjadinya Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur  

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal 

ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam 

hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa 

ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu 

hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
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rasa  keadilan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan hakim dalam 

memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi 

terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari 

aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. 

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari 

campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan 

yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang 

diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim 

itu sendiri. 

Berkaitan dengan pemberian izin dispensasi tersebut apa yang 

menjadi dasar hakim untuk menerima dan memberikan izin dispensasi 

nikah kepada pemohon,  dari keterangan pemohon dan beberapa saksi 

hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

a. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur AR (16) dan BT (15) 

Faktor-faktornya antara lain :
48

 

1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi bahwa akan 

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak 

segera dinikahkan 

2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan 

pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga. 

b. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur WB (16) dan EK (14) 

Faktor-faktornya antara lain :
49
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1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi 

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera 

dinikahkan. 

2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan 

pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga. 

3) Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan 

tersebut harus segera dilaksanakan. 

c. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur HS (16)dan SC (15) 

Faktor-faktornya antara lain :
50

 

1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi 

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera 

dinikahkan,  

2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan 

pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga 

d. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur HS (16)dan SC (15) 

Faktor-faktornya antara lain :
51

 

1) Adanya kekhawatiran terhadap pasangan dispensasi akan 

menumbulkan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika 

tidak segera dinikahkan. 

2) Pasangan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan 

Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga. 

e. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur AA (17) dan AZ (15) 
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Faktor-faktornya antara lain :
52

 

1) Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan 

tersebut harus segera dilaksanakan. 

2) Pasangan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan 

Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga. 

f. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur HS (16) dan CP (15) 

Faktor-faktornya antara lain :
53

 

1) Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi bahwa akan 

terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak 

segera dinikahkan 

2) Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan 

pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga 

g. Pasangan dispensasi pernikahan di bawah umur SN (17) dan TK (16) 

Faktor-faktornya antara lain :
54

 

1) Adanya kekhawatiran terhadap pasangan dispensasi akan 

menumbulkan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika 

tidak segera dinikahkan. 

2) Pasangan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan 

Pasangan sudah siap untuk membina rumah tangga 

2. Upaya KUA dalam Pernikahan di Bawah Umur 

Pernikahan dibawah umur ini menegaskan bahwa calon mempelai 

pria dan wanita terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga.  
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Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik maupun psikis yang menjadi 

modal utama dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan 

dengan resiko perkawinan dibawah umur. Untuk meminimalisir dampak 

yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur maka dalam Penjelasan 

Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 

4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur harus dicegah. 

Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat 

memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan. 

Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, 

misalnya melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan 

dini, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hal ini 

dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya 

masyarakat.  

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat 

Nikah) selain dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan dibawah 

umur. Dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur diantaranya 

dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau 

menikah, memberikan penyuluhan melalui pengajian tentang pentingnya 

pernikahan dengan persiapan fisik dan mental.  
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurhamid dalam hal ini 

sebagai upaya KUA untuk meminimalisir pernikahan dibawah umu antara 

lain:
55

 

a. Memberikan nasehat kepada pasangan calon suami dan istri yang 

melaksanakan pernikahan dibawah umur untuk menunda 

melaksanakan pernikahan sebelum umurnya telah memenuhi sesuai 

yang ditetapkan oleh undang-undang. 

b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap Undang-Undang 

Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal seperti 

saat khutbah jum‟at, pengajian desa, serta peneyuluhan-penyuluhan 

dalam hal urusan agama. 

Masalah batas usia pernikahan sudah dinyatakan dalam 

UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 bahwa 

pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Biasanya yang terjadi di 

KUA Kecamatan Masaran calon pasangan yang hendak melangsungkan 

pernikahan belum mengetahui batasan usia nikah, maka Pegawai Pencatat 

Nikah atau PPN akan memberikan penjelasan, nasehat dan pembinaan 

karena syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam maupun menurut 

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia 

kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) 

tahun untuk pria dan usia 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Maka 
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Pegawai Pencatat Nikah akan menyarankan agar kedua calon mempelai 

menunda pernikahannya apabila hal tersebut tidak mendesak untu 

dilakukan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima 

maka Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan surat penolakan 

pernikahan.
56

 

 

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di 

Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utar 

Menikah dini pada dasarnya merupakan sebuah pernikahan seperti 

lainnya, namun dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda. Karena 

pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, maka hukum 

yang berhubungan dengan pernikahan dini juga harus ada di semua 

pernikahan. Akan tetapi, ada hukum khusus yang bertolak dari kondisi khusus 

contohnya mahasiswa yang masih kuliah sehingga belum bisa memberikan 

nafkah dan sebagainya. 

Di Indonesia pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum 

asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini disebabkan pengaruh 

pendapat ulama Syafi‟iyah yang berkembang pesat di Indonesia. Ulama 

Syafi‟iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada 

sunnat, wajib, haram, dan makruh. 

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, 

baik Al-qur‟an maupun sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin 
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yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau 

dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan 

melaksanakannya, maka melakuka perkawinan itu dapat dikenakan hukum 

wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah. 

1. Hukum nikah wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan dan 

kemauan dan nafsunya sudah mendesak yang dengan tanpa adanya nikah 

orang tersebut dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. 

2. Hukum nikah sunnat bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan 

kemauan tapi tidak menikah dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan 

zina 

3. Hukum nikah haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan 

tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajibankewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila pernikahan 

tetap dilangsungkan akan menyebabkan terlantarnya kewajiban atau hak 

atas dirinya maupun istrinya. 

4. Hukum nikah makruh bagi orang yang lemah syahwatnya 

5. Hukum nikah mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh sesuatu yang 

mengharamkan dan mewajibkan dirinya untuk melangsungkan pernikahan. 

Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum 

haid, dalam pandangan Islam sah. Dalam hal ini tidak ada ikhtilaf di kalangan 

ulama‟. Demikian, penjelasan Ibn Mundzir yang dinyatakan dalam 

pernyataannya bahwa semua ahli ilmu, yang pandangannya telah dihapal, 

telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang 
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masih kecil hukumnya mubah (sah). Landasan yang digunakan adalah Al-

Qur‟an Q.S At-Thalaq (65): 4
57

 

ئِي يئَِسْنَ  ضْنَ وَاللََّ ئِي لََْ يََِ تُ هُنَّ ثَلََثَةُ أَشْهُرٍ وَاللََّ  ۚ   حَْْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَنْ  أَجَلُهُنَّ  الَْْحْْاَلِ  وَأوُلَاتُ  ۚ  مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ بْتُمْ فَعِدَّ
عَلْ  اللَّوَ  يَ تَّقِ  وَمَنْ  يُسْرًا أَمْرهِِ  مِنْ  لَوُ  يََْ  

 

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 

perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang 

hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. At-Thalaq: 4)
58

 

 

Usia ideal menikah dalam Islam atau perkawinan tidak diatur secara 

mutlak berdasarkan hukum Islam. Dalam agama, tidak ada ketentuan khusus 

mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk melakukan pernikahan agar 

manusia mengatur sendiri tentang hal ini. 

Namun, dalam Al-qur‟an disyari‟atkan untuk seseorang yang ingin 

melangsungkan pernikahan diharuskan orang yang telah mampu dan siap. 

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya: 

                       

                 

“ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS An-Nur : 32) 
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Maksud dari yang layak kawin di sini yaitu seseorang yang sudah 

mampu baik secara mental maupun spiritual untuk membangun bahtera rumah 

tangga.  Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam juga bersabda yang isinya 

memberikan anjuran kepada ummatnya untuk melaksanakan pernikahan 

dengan kemampuan sebagai syaratnya. Apabila seseorang sudah memenuhi 

usia baligh, maka seseorang tersebut memungkinkan untuk melangsungkan 

pernikahan. Karena dalam Islam, usia baligh itu identik dengan kedewasaan 

seseorang. 

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pernikahan di bawah umur mubah (sah) hukumnya dan hal ini diperbolehkan 

dalam Islam, Islam sendiri dapat dilihat dalam persyaratannya tidak 

memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan 

melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata Islam sendiri ketika 

rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi maka nikah seseorang dipandang 

telah sah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Faktor apa sajakah bagi calon pengantin tentang alasan mengajukan 

dispensasi di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap? 

Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan 

perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas 

minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. 

Pengajuan dispensasi nikah ini karena belum memenuhi kriteria umur, 

karena suatu desakan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa 

faktor yang mendorong diakukanya dispensasi nikah karena 1) faktor 

ekonomi, 2) hamil luar nikah, 3) tertangkap zina (terkena hukum adat cuci 

kampung).  

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di 

KUA Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara 

Usia ideal menikah dalam Islam atau perkawinan tidak diatur secara 

mutlak berdasarkan hukum Islam. Dalam agama, tidak ada ketentuan 
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khusus mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk melakukan 

pernikahan. Namun, dalam Al-qur‟an disyari‟atkan untuk seseorang yang 

ingin melangsungkan pernikahan diharuskan orang yang telah mampu dan 

siap (Q.S. An-Nur ayat 32). Maksud dari yang layak kawin di sini yaitu 

seseorang yang sudah mampu baik secara mental maupun spiritual untuk 

membangun bahtera rumah tangga.  Rasulullah saw juga memberikan 

anjuran kepada ummatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan 

kemampuan sebagai syaratnya. Apabila seseorang sudah memenuhi usia 

baligh, maka seseorang tersebut memungkinkan untuk melangsungkan 

pernikahan. Karena dalam Islam, usia baligh itu identik dengan 

kedewasaan seseorang. Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur mubah (sah) hukumnya, 

karema dalam persyaratannya tidak memberikan batasan umur bagi 

mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Pernikahan 

dianggap sah ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi.  

 

B. Saran  

Dalam hal ini penulis memberikan saran,  

1. Perlunya adanya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat tentang 

aturan mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 sehingga masyarakat yang hendak menikah pada usia muda 

dapat diminimalisir. Hal tersebut guna untuk memperoleh kematangan 

jiwa dan kesiapan lahir dan batin dalam menjalankan suatu pernikahan.  
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2. Melihat faktor utama diajukannya permohonan dispensasi nikah ini karena 

adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari 

keluarga ketika anaknya telah menginjak masa dewasa dan menanamkan 

pendidikan agama dan moral untuk memberikan jiwa yang kuat. 
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